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PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
A. HAKIKAT FUNGSI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Hakikat Pentingnya Administrasi 
Administrasi merupakan hal penting, yang keberadaannya memengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk menyempurnakan sistem administrasi yang baik dengan seefisien dan seefektif mungkin.
2. Domain Administrasi Pembangunan
Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut :
a. Penyusunan Kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Hal ini menyangkut penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, penataan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya.
b. Perumusan Kebijaksanaan dan program program pembangunan (untuk berbagai bidang), serta pelaksanaannya secara efektif.
Administrasi untuk pembangunan dapat pula dibagi dalam dua subfungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijaksanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan secara efektif.
3. Fungsi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
a. Unsur Pembaharu
b. Kepemimpinan
c. Analisis dan Pembentukan Kebijakan
B. [bookmark: _Hlk72743715]PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. [bookmark: _Hlk72741787][bookmark: _Hlk98430026]Hakikat Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan petunjuk MPR yang dituangkan dalam GBHN. Administrasi Pembangunan diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan pada tingkat memadai sehingga pembangunan dapat dikatakan berhasil.
2. Teknis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
a. Sistem Perencanaan Pembangunan
b. Sistem Pembiayaan Pembangunan
c. Pelaksanaan Proyek Pembangunan
d. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
e. Pengawasan Pembangunan
3. [bookmark: _Hlk72743815]Hubungan Aparatur Pemerintah dan Pelaksana Administrasi Pembangunan di Indonesia.
Para aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah sebagai penentu dan pelaksana Administrasi Pembangunan.
C. PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Pengenalan Peran dan Aparatur Pemerintah serta Administrasi Pembangunan
Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan mengacu pada pengaruh yang diberikan oleh para aparatur negara terhadap proses pelaksanaan Administrasi Pembangunan melalui tingkah, perilaku, dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan.
2. Bentuk Peranan Pemerintah
a. Penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan;
b. Abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat;
c. Pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat (entrepreneur);
d. Unsur pendorong pembangunan/pembaharuan (development agent).
3. Klasifikasi Aparatur Pemerintah
Klasifikasi aparatur pemerintah berdasar fungsinya :
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah;
c. Unit organisasi dibawah naungan pemerintah, misalnya pembinaan koperasi dan program pembangunan masyarakat desa;
d. Organisasi badan-badan otonomi, misalnya perusahaan negara.
D. ORGANISASI (PEMERINTAH BERIKUT BIROKRASI) BAGI PEMBANGUNAN
Birokrasi bertujuan untuk mengorganisasikan secara teratur pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.
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[bookmark: _GoBack]HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Prosedur Administrasi dalam rangka penyusunan pengajuan, penetapan, serta penghindaran kesimpangsiuran dari sublegislasi (sub legislation) perlu mendapat perhatian dalam Administrasi Pembangunan. 
Bentuk-bentuk hukum dan hierarki dari keputusan mengenai kebijaksanaan negara atau pemerintah, adalah sebagai berikut :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat : Undang-Undang
3. Pemerintah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Pemerintah : Peraturan Pemerintah
5. Presiden : Keputusan Presiden 
6. Presiden : Instruksi Presiden
7. Pemerintah : Surat Edaran Pemerintah
8. Menteri : Keputusan Bersama Menteri-menteri
9. Menteri : Peraturan Menteri 
10. Menteri : Keputusan Menteri 
Dalam konteks Sistem Perencanaan Pembangunan maka ditetapkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
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